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Firmansyah Gunadi, E1104136, ASPEK HUKUM JAMINAN TABUNGAN 
ASURANSI PEGAWAI NEGERI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI 
KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN KOPERASI JAKARTA. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri sebagai jaminan memenuhi aspek hukum jaminan, 
prosedur perjanjian kredit dengan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, serta 
permasalahan yang timbul dan penyelesaiannya 
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut : jenis penelitian deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan yuridis empiris. Sumber data adalah sumber data yang diperoleh 
langsung dari lapangan serta sumber data sekunder yang diperoleh dari 
kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi observasi, 
wawancara, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan 
Pensiun Janda/duda Pegawai, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri memenuhi 
aspek hukum jaminan namun kedudukan hukum Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri sebagai jaminan sangat lemah. Untuk itu perjanjian kredit yang 
menggunakan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri sebagai jaminan harus 
menyertakan Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, 
Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat Keputusan 
terakhir, serta Surat Kuasa untuk mengambil atau mencairkan Tabungan Asuransi 
Pegawai Negeri. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi tidak diatur mengenai penggunaan Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri sebagai jaminan, dalam prakteknya Tabungan Asuransi 
Pegawai Negeri dapat digunakan sebagai jaminan, ini merupakan kebijakan 
pengurus atas dasar rasa kemanusiaan dan jiwa sosial pengurus yang kemudian 
akan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota. Prosedur perjanjian kredit 
dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri harus melalui beberapa 
tahapan, yaitu tahap pengajuan permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis 
kelayakan, serta tahap perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang telah mencapai 
kesepakatan akan melahirkan suatu hubungan hukum berlaku sebagai Undang-
Undang bagi para pihak, hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan 
kewajiban para pihak. Permasalahan yang timbul meliputi debitur wanprestasi, 
etiket yang tidak baik dari debitur, serta kualitas Sumber Daya Manusia pengelola 
kredit Koperasi Pegawai Departemen Koperasi masih relatif rendah. Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi lebih memprioritaskan penyelesaian masalah 
secara persuasif dengan musyawarah dan kekeluargaan, Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi belum pernah menempuh jalur peradilan dalam 
menyelesaikan masalah. 
 

















































Firmansyah Gunadi, E1104136, THE LEGAL ASPECT OF INSURANCE 
SAVING GUARANTEE OF CIVIL SERVANTS IN CREDIT 
AGREEMENT AT THE COOPERATIVE OF JAKARTA COOPERATIVE 
DEPARTMENT’S OFFICERS.  
Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 
This research aims to find out whether or not the Civil Servant Insurance 
Saving as the guarantee has fulfilled the legal aspect of collateral, procedure of 
credit agreement with the Civil Servant Insurance Saving, as well as the problems 
occurring and the solutions. 
The research method employed in writing this legal article was as follows: 
descriptive research type, the research approach employed was juridical empirical 
approach. The data source employed was the one derived directly from the field as 
well as the secondary data obtained from the library. Techniques of collecting data 
used were observation, interview, and library study. Technique of analyzing data 
used was quantitative data analysis one using an interactive data analysis model. 
The result of research shows that based on the Articles 30 and 31 clause 
(1) of Act Number 11 of 1969 about the Civil Servant Pension and the Civil 
Servant Widow/Widower Pension, the Civil Servant Insurance Saving has 
fulfilled the legal aspect of collateral but the legal position of it as the collateral is 
still very weak. For that reason the credit agreement using Civil Servant Insurance 
Saving as the collateral should enclose the Original Document of Prospect Civil 
Servant Hiring, the Original Document of Civil Servant Hiring, and the 
Authorization Document for taking the Civil Servant Insurance Saving. The 
statutes and bylaws of the Cooperatives of Cooperative Department’s Officer do 
not regulate the use of Civil Servant Insurance Saving as the collateral, in practice 
it can be used as the collateral; it is the policy made by the administrators based 
on the humanity and social feeling that then will be responsible for in the Member 
Meeting. The procedure of credit agreement using Civil Servant Insurance Saving 
as the collateral should pass through several stages: credit application, feasibility 
review and analysis, as well as credit agreement. Credit agreement had reached a 
consensus bringing into a legal relationship prevailing as the Act for the parties, 
such legal relationship will generate the right and obligation to the parties. The 
problems occurring include debtor’s agreement violation, debtor’s bad intention, 
as well as low human resource among the credit management of the cooperative 
of Cooperative Department’s officers. The cooperative of Cooperative 
Department’s officers prioritizes more the persuasively problem solving by 
discussion and kinship principle, the cooperative of Cooperative Department’s 
officers had never taken judicature way in solving the problem. 
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A.  Latar Belakang Masalah 
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa 
tujuan nasional adalah membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial. 
Bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan 
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil 
dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang 
telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf 
hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni 
dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat qang 
membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu 
sasarannya adalah Koperasi (Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000 : 31). 
Koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia (G. Kartasapoetra 
dan A.G. Kartasanoetra dkk, 2001 : 11). Sebagai urat nadi perekonomian, 
koperasi selalu bertindak untuk melindungi masyarakat yang ekonominya lemah, 
yang dimana masyarakat ekonomi lemah ini menjadi anggota koperasi. 
Secara umum koperasi sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela 
mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi 
mereka pada suatu perusahaan yang demokratis (Resvrisond Baswir, 2000 : 2). 
Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan. 
Adanya pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang 
semakin meningkat, keadaan lingkungan, dan tingkat kebudayaan yang 
meningkat memberi dampak pada kebutuhan yang sangat terbatas, sehingga 
pendapatan yang diperoleh relatif terbatas pula. Hal ini dirasakan oleh Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), khususnya pada pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah (UKM). Selain bekerja untuk kepentingan masyarakat dan 
hidup di tengah-tengah masyarakat karena tuntutan profesi yang harus 
dijalaninya, para pegawai tersebut juga dituntut bekerja untuk kehidupan 
ekonominya. Gaji yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pegawai 
tersebut, terkadang pula harus dapat memenuhi kebutuhan lain yang bersifat 
mendadak dan memerlukan dana yang tidak sedikit dalam waktu dekat. Misalnya 
kebutuhan membangun/merenovasi rumah apabila mengalami kerusakan, biaya 
perawatan rumah sakit jika ada anggota keluarga yang sakit, biaya pendidikan 
anak, atau membuka usaha sampingan yang membutuhkan modal yang tidak 
sedikit. Adanya Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) sebagai 
lembaga pemberi kredit sangatlah diperlukan untuk meningkatkan usaha dan 
mencukupi kebutuhan pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM). 
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan pinjaman kredit 
kepada Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), kata kredit berasal dari 
Romawi “Credere” yang artinya percaya. Ketentuan mengenai perjanjian kredit 
ini diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
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“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan memberi bunga.” 
Perjanjian pinjam meminjam merupakan acuan dari perjanjian kredit, 
pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata yaitu: 
“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain 
suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian 
dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang 
sama dari jenis dan mutu yang sama pula.” 
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit 
merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha seseorang dimana 
pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan suatu jaminan dan di kemudian 
hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga 
tertentu berdasarkan perjanjian yg telah disepakati. 
Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
perkoperasian, KPDK dibentuk sebagai koperasi primer dan juga sebagai 
koperasi sekunder yang sejajar dengan koperasi-koperasi pegawai yang lain di 
bawah naungan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI). 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) memberi jasa agar 
kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan 
kebutuhan hidup anggotanya. Berdasarkan sifatnya sebagai koperasi kredit, 
tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam 
hal peminjaman kredit, selain itu Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang 
memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, dan tanpa perjanjian 
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Untuk menilai kondisi perekonomian debitur dan hal-hal lainnya untuk 
mengetahui kemampuan maupun itikad debitur untuk melunasi pinjaman yang 
berkaitan dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur dengan 
pihak debitur, biasanya dilakukan penelitian yang dilakukan oleh kreditur. Di 
dalam praktek sebelum memberikan kredit kepada pihak debitur, pihak kreditur 
biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap debitur mengenai 
Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral 
(agunan), dan Condition of Economic (prospek usaha debitur) atau yang dikenal 
sebagai 5C (Muhammad Djumhana, 2000 : 394). 
Untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit macet yang 
dimana hal ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan Koperasi 
Departemen Koperasi (KPDK), maka perlu adanya jaminan dalam pemberian 
dan perjanjian kredit. 
Seperti halnya lembaga atau badan hukum perkreditan yang lain, aspek 
hukum jaminan menjadi unsur yang penting dalam perjanjian kredit di Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK. Pada dasarnya setiap perjanjian kredit 
pasti terdapat suatu jaminan. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh 
debitur kepada kreditur untuk memberikan kepastian kepada kreditur, bahwa 
debitur akan mampu membayar hutangnya. 
Setiap pemberian kredit memerlukan suatu kepastian hukum, sebagaimana 
seperti pendapat Prof Dr Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1980 : 2): 
“Dalam rangka pembangunan ekonomi bidang hukum yang meminta perhatian 
serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan, karena 
perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan 
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Fungsi jaminan secara yuridis adalah sebagai kepastian hukum pelunasan 
hutang dalam perjanjian kredit atau utang piutang atau kepastian realisasi suatu 
prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini untuk mengikat perjanjian 
jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum 
Indonesia. Lembaga jaminan dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan 
dan jaminan perorangan. Dalam jaminan kebendaan dibedakan menjadi dua, 
yaitu jaminan benda tidak bergerak berupa hipotik dan creditverband, serta 
jaminan benda bergerak berupa fiducia dan gadai. Sedangkan jaminan 
perorangan berupa lembaga penanggungan (borgtocht)  
Berdasarkan hal-hal diatas mendorong penulis untuk mengkaji aspek hukum 
jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dalam perjanjian kredit 
di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta. Maka dengan alasan 
tersebut penulis mengambil judul: ASPEK HUKUM JAMINAN TABUNGAN 
ASURANSI PEGAWAI NEGERI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI 
KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN KOPERASI JAKARTA. 
 
B.  Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan memberi arah dalam membahas permasalahan 
yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan 
terarah sesuai sasaran yang jelas ditentukan dan memberi arah pembahasan yang 
jelas pada masalah yang diteliti. Adapun perumusan masalah adalah: 
1. Apakah jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) memenuhi 
aspek hukum jaminan dalam perjanjian kredit di Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta? 
2. Bagaimana prosedur perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi 
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3.  Permasalahan apa yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta?  
 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan hukum (skripsi) ini secara spesifik dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui apakah Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) 
memenuhi aspek hukum jaminan dalam perjanjian kredit di Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta. 
b. Untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) di Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) Jakarta. 
c. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) dan bagaimana penyelesaiannya. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar kesarjanaan dalam 
bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam 
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D.  Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritik 
a. Diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan studi-studi mengenai 
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri (TASPEN). 
b. Diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan/atau menambah 
kepustakaan atau sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum jaminan pada khususnya. 
2.  Manfaat Praktik 
  Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pengetahuan dan wawasan 
bagi penulis, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret. 
 
E.  Metode Penelitian 
Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian, karena hasil dari 
suatu penelitian ilmiah sebagian besar ditentukan dalam ketepatan memilih 
metode. 
Metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut: 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini tidak hanya 
dikonsepkan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola-pola 
perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya 
pengumpulan bahan-bahan dari sudut perspektif eksternal, dengan 
menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan 
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2. Lokasi Penelitian 
Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan agar lebih mempersempit dan 
memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitian dapat dibatasi dan 
terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta, hal ini dilakukan karena pertimbangan 
dari penulis yang memungkinkan untuk mendapat data yang diperlukan dan 
keinginan penulis untuk lebih dekat mengetahui tentang aspek hukum jaminan 
dalam perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta. 
3. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah 
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang 
dimaksudkan untuk member data seteliti mungkin tentang manusia keadaan 
atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). Karena tujuan 
penelitian ini dalam perjanjian kredit dengan Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri (TASPEN) sebagai jaminan di Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) Jakarta. 
4. Jenis Data dan Sumber Data 
a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan (field research) 
dalam hal permasalahan yang diteliti, sehingga memperoleh kejelasan, 
kepastian serta menjamin mengenai keterangan yang didapat. 
b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan (library research), 
yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur, peraturan-peraturan yang 
berkaitan serta mendukung bidang penelitian.  
5. Teknik pengumpulan Data 
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a. Penelitian Lapangan 
1) Observasi 
Merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
pengamatan atau memperlihatkan secara langsung segala sesuatu yang 
ada hubungannya dengan obyek yang sdang diteliti. 
2) Wawancara 
Merupakan usaha untuk mendapatkan data yang diperoleh dengan cara 
tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait 
guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan, yaitu pengurus serta 
anggota Koperasi Pegawai Departemen Koperasi di Jakarta.  
b. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara identifikasi literatur yang ada 
koherensi dengan masalah yang sedang diteliti seperti buku-buku, 
peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, dan lain-lain. 
6.  Teknik Analisis Data 
Analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa 
mengumpulkan data, menguraikannya kemudian membandingkan dengan 
teori yang berhubungan masalahnya dan akhirnya menarik suatu kesimpulan 
untuk menentukan hasilnya. 
Dalam proses analisis data melibatkan kerja dengan data yang lengkap 
berupa mengatur, membaginya dalam unit-unit, membuat sintesa mencari 
pola, menentukan pokok-pokok penting  yang wajib dimenegrti. Melihat hal-
hal tersebut diatas maka penulis menggunakan model analisis “ Interaktif  
Model Of Analisis”, analisis interaktif adalah model analisis yang terdiri dari 
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Gambar 1. Skema Analisis Data Interaktif 
(Miles dan Huberman, 1992 : 20) 
 
F.  Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi) 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum 
(skripsi) yang disusun maka penulis menyusun kerangka penulisan hukum 
(skripsi) sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi alasan pemilihan judul, permasalahan yang menjadi dasar, 
tujuan, manfaat penulisan hukum (skripsi) ini serta sistematika penulisan hukum 
(skripsi). Untuk menjaga agar dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam 
mengumpulkan data dan ketidakjelasan dalam pembahasan, maka penelitian 
dibatasi pada pokok-pokok permasalahan dalam perumusan masalah. Pokok-
pokok permasalahan dalam penelitian meliputi, apakah jaminan Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) memenuhi aspek hukum jaminan dalam 
perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta. 
Serta bagaimana prosedur perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi 
Pegawai Negeri (TASPEN) di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
Pengumpulan  
Data 
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Jakarta, dan permasalahan apa yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya 
dalam perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang 
berhubungan dengan aspek hukum jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) dalam perjanjian kredit berdasarkan literatur dan peraturan 
perundang-undangan. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan yang 
mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh mengacu pada pokok-pokok 
permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang aspek hukum 
jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dalam perjanjian kredit 
berdasarkan studi kasus di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
Jakarta. 
BAB IV PENUTUP 
Meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan masalah dan saran-saran yang 


























































A. Kerangka Teori 
1.  Tinjauan tentang Perjanjian 
a.  Pengertian Perjanjian  
 Pengaturan tentang hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam 
Buku III Bab kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bab Keempat Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di bawah titel Tentang 
Perikatan, mulai dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 
Kata “perjanjian” merupakan istilah yang dikenal dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1313 KUH 
Perdata, memberikan definisi bahwa: 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 
Menurut Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian yang diberikan 
oleh ketentuan diatas kurang begitu memuaskan, karena ditemukan 
beberapa kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: 
1) Hanya menyangkut satu pihak saja. 
Pada pernyataan ”satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang atau lebih lainnya”. Kata ”mengingatkan” sifatnya hanya 
datang dari satu pihak saja, sebaiknya perumusan diatas menggunakan 
kata ”saling mengingatkan”, sehingga terlihat adanya suatu hubungan 
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2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. 
Kata ”perbuatan” mencakup banyak hal termasuk juga tindakan 
melaksanakan tugas tanpa kuasa dan tindakan melawan hukum, 
dimana tindakan tersebut tidak mengandung suatu konsensus, 
seharusnya dipakai kata ”persetujuan”. 
3) Pengertian perjanjian yang terlalu luas. 
 Pengertian perjanjian diatas terlalu luas karena meliputi 
janji/kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, sedangkan 
yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dengan kreditur dalam 
lapangan harta kekayaan, dimana perjanjian bersifat kebendaan bukan 
perorangan. 
4) Tanpa menyebut tujuan. 
 Dalam rumusan perjanjian tidak disebutkan tujuan diadakannya 
perjanjian, sehingga tidak diketahui apa tujuan para pihak yang 
mengikatkan diri (Abdulkadir Muhammad, 1992 : 78). 
Sehubungan dengan hal tersebut para sarjana hukum mengadakan 
perbaikan atas definisi perjanjian tersebut sebagai berikut: 
1) R. Subekti 
”Suatu prjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal” (Subekti, 1982 : 1). 
2) Mariam Darus Badrulzaman 
”Perjanjian adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau 
lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak 
yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi 
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b.  Asas-asas dalam Perjanjian 
Dalam hukum perjanjian dikenal adanya beberapa asas yang      
melandasi setiap perjanjian. Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan 
beberapa asas perjanjian yang terpenting sebagai berikut: 
1) Asas Kebebasan Berkontrak 
 Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang diberi kebebasan 
untuk membuat suatu perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur oleh 
Undang-Undang maupun yang belum. Asas ini secara eksplisit 
disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: 
 ”Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. 
 Dengan istilah ”semua” maka pembentuk Undang-Undang 
menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud tidak semata-mata 
hanya perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak 
bernama. 
 Kebebasan dalam asas ini tidak diartikan sebagai kebebasan 
mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh: 
1) Tidak dilarang oleh Undang-Undang, 
2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan 
3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 
2) Asas Konsensus 
 Asas ini mengandung arti bahwa melahirkan perjanjian cukup 
dengan kata sepakat saja atau konsensus. Asas ini diatur dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu 
pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu 
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3) Asas Kepercayaan (vertruowenbeginsel) 
 Dalam asas kepercayaan ini kedua belah pihak mengikutkan 
dirinya, sehingga perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai 
Undang-Undang. Kepercayaan kedua belah pihak itu satu sama lain 
akan memegang janjinya, atau akan memenuhi prestasinya di 
kemudian hari. Asas kepercayaan diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi, 
”Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 
4) Asas Kekuatan Mengikat (pacta sunt survanda) 
 Asas ini mengikat para pihak dalam perjanjian sesuai Pasal 1339 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 
mengandung arti bahwa perjanjian tidak mengikat kedua belah pihak 
untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tetapi 
meliputi juga hal-hal diluar perjanjian, yakni seperti kebiasaan, 
kepatutan, dan Undang-Undang. 
 Atau dengan kata lain terikatnya para pihak dalam perjanjian itu 
tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi 
terdapat dalam unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan 
kepatuhan moral. 
c.  Syarat sahnya Perjanjian 
Ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus 
dipenuhi setiap perjanjian sehingga perjanjian berlaku secara sah adalah 
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 
terdiri atas: 
1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri 
Kata sepakat harus diberikan secara bebas, walaupun syarat kata 
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diberikan karena penipuan, paksaan atau kekerasan maka perjanjian 
dapat dibatalkan. 
2) Kecakapan untuk membuat perjanjian 
Orang yang memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, yaitu 
mereka yang telah berumur 21 Tahun atau belum berumur 21 Tahun, 
tetapi pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau 
orang-orang dibawah pengampuan dan seorang istri. 
Mengenai yang terakhir ini setelah dikeluarkannya Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu 
seorang isteri telah diakui sebagai subyek hukum serta sudah 
diperbolehkan menghadap di muka pengadilan tanpa seijin suami dan 
dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
Nomor 3 Tahun 1963 tersebut, maka Pasal 108, 110, 284 ayat (3), dan 
Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 
mengatur tentang ketidakwenangan isteri untuk melakukan tindakan 
hukum dinyatakan tidak berlaku lagi. 
3) Suatu hal tertentu 
Yang dimaksud hal tertentu adalah macam atau jenis benda dalam 
perjanjian itu telah ditentukan. Selain itu dalam perjanjian mengenai 
barang yang akan diterima kelak, diperkenankan satu sama lain asal 
mengenai barang-barang dalam perdagangan. 
4) Suatu sebab yang halal 
Yang dimaksud sebab yang halal adalah tujuan dari perjanjian itu 
sendiri, dalam arti tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, 
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d.  Akibat Hukum Perjanjian yang Sah 
Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan 
sebagai Undang-Undang bagi masing-masing pihak yang membuat 
perjanjian tersebut. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain 
kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 
Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. 
Perjanjian yang sah, menurut J. Satrio akan mengakibatkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Perjanjian mengikat para pihak 
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata) mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 
Dalam suatu perjanjian yang paling esensi adalah isinya, dimana 
ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian ditentukan oleh para 
pihak yang mengadakan perjanjian itu. Keterikatan para pihak pada 
perjanjian adalah keterikatan pada isi perjanjian, isi perjanjian 
ditentukan sendiri oleh para pihak. Para pihak secara bersama-sama 
membuat perjanjian, serta secara bersama-sama pula memberikan 
janjinya, maka para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian secara 
sepihak, tetapi harus berdasarkan keinginan kedua belah pihak atau 
berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang. 
2) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik 
Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata) menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan 
itikad baik. Yang wajib diperhatikan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah itikad 
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Istilah itikad baik ada dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif dan 
sebagai ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. 
Dalam pelaksanaan perjanjian, itikad baik diwujudkan oleh para pihak 
dengan cara mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan 
yang berlaku ditengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 
dimana isi perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang tegas diatur 
didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 
perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang. 
3) Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak 
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini merupakan akibat logis dari 
”janji itu mengikat”. Para pihak tidak dapat menarik diri ”secara 
sepihak” dari akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya. Norma ini 
secara negatif dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak (J. 
Satrio, 1995 : 357-364). 
e.  Berlakunya Perjanjian 
Ketetapan mengenai kapan berlakunya perjanjian mempunyai arti 
penting dalam: 
1) Penentuan resiko; 
2) Kesempatan penarikan kembali penawaran; 
3) Saat mulainya jangka waktu kadaluarsa; dan 
4) Menentukan tempat terjadinya perjanjian. 
Penetapan mengenai kapan berlakunya perjanjian telah menimbulkan 















































commit to user 
 19
1) Teori Pernyataan (uitings theorie) 
Berdasarkan teori ini, perjanjian telah ada pada saat ditulisnya surat 
jawaban penerimaan. Perjanjian ada pada saat pihak lain menyatakan 
penerimaan atau ekspetasinya, dimana orang yang menawarkan dan 
akseptor saling bertemu. 
Keberatan terhadap teori ini adalah orang tidak dapat menetapkan 
secara pasti kapan perjanjian itu lahir. 
2) Teori Pengiriman (verzedings theorie) 
Berlakunya perjanjian adalah saat pengiriman surat jawaban. Tanggal 
dan cap pos dapat dipakai sebagai patokan, sebab sejak saat surat 
dikirimkan, akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat 
jawaban tersebut. 
Keberatan terhadap teori ini adalah perjanjian tersbut sudah ada pada 
saat orang yang memberikan penawaran sendiri belum tahu akan hal 
itu, serta orang yang menawarkan masih ada kemungkinan untuk 
menarik kembali penawarannya. 
3) Teori Pengetahuan (verneming theorie) 
Perjanjian itu ada, pada saat surat jawaban diketahui isinya oleh orang 
yang menawarkan. Teori ini sebenarnya paling sesuai dengan prinsip 
bahwa perjanjian lahir atas dasar pertemuan dua kehendak yang 
dinyatakan atau pernyataan kehendak kedua belah pihak dan 
pernyataan dua kehendak itu harus dapat dimengerti oleh pihak lain. 
Keberatan atas teori ini adalah dalam hal si penerima surat 
membiarkan suratnya tidak dibuka sehingga sulit menentukan dengan 
pasti kapan surat benar-benar telah terbuka dan dibaca, karena yang 
tahu secara pasti hanya si penerima saja, maka ia bebas untuk 
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4) Teori Penerimaan (ontvang theorie) 
Berlakunya perjanjian adalah pada saat diterimanya jawaban, tidak 
peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka yang 
penting surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat. 
Keberatan atas teori ini adalah apabila ekspetasinya hilang dalam 
pengiriman, tidak pernah sampai pada orang yang menawarkan maka 
tidak lahir suatu perjanjian. 
5) Teori Pitlo 
Perjanjian ada pada saat orang yang mengirim jawaban beranggapan 
bahwa orang yang diberikan jawaban mengetahui jawaban tersebut. 
Keberatan atas teori ini adalah tidak memperhitungkan apakah si 
penerima secara riil sudah mengetahui isi jawaban. 
f.  Wanprestasi 
Kristianata menyatakan bahwa kredit Performing Loan (tidak 
bermasalah) atau Non Performing Loan (bermasalah) digolongkan 
berdasarkan kualitas, antara lain: 
1) Lancar 
 2) Dalam Perhatian Khusus 
 3) Kurang Lancar 
 4) Diragukan 
 5) Macet (Kristianata, 2008 : 63). 
Wanprestasi dirumuskan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak 
tepat pada waktunya atau dilakukan tidak berdasarkan yang telah 
diperjanjikan, serta menunjuk kepada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh 
salah satu pihak dalam perjanjian, yang dapat dikatakan sebagai Non 
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Ketiadaan prestasi ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, seperti 
berikut: 
1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
Salah satu pihak dalam perjanjian sama sekali tidak memenuhi 
kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 
2) Terlambat dalam memenuhi prestasi. 
Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi dari jangka waktu yang 
telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila tenggang waktu tidak 
ditentukan dalam perjanjian, maka diperlukan suatu tindakan hukum 
dari kreditur, berupa teguran atau somasi kepada debitur. 
Ketidaktaatan debitur dalam memenuhi prestasi sesuai tanggal yang 
ditentukan dalam somasi, maka dalam hal ini debitur telah dinyatakan 
wanpretasi.  
3) Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. 
Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya atau 
keliru dalam memenuhi prestasi, apabila prestasi masih dapat 
diharapkan untuk diperbaiki maka debitur dianggap terlambat. Jika 
tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur sudah dianggap tidak 
memenuhi prestasi (Muhammad, 1992 : 22). 
 Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman 
atau sanksi-sanksi hukum, antara lain: 
1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh 
kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata)). 
2) Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila 
wanprestasi itu sampai pengadilan (Pasal 181 ayat (1) Herzien 
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3) Debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi 
(Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)). 
 
2. Tinjauan tentang Kredit 
a.   Pengertian Kredit 
Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang artinya 
“percaya”. Dalam bahasa Belanda istilahnya “vertrouwen”, dalam bahasa 
Inggris “believe” atau “trust” atau “confidence”, yang semuanya berarti 
percaya (Badrulzaman, 1991 : 23). 
Dalam pengertian yang lebih luas, kredit dapat diartikan sebagai 
kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu 
pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada jangka 
waktu yang telah disepakati 
(http://budakbangka.blogspot.com/2010/02/pengertian-kredit.html// 27 
Desember 2010 pukul 21.00). 
Dasar teori kredit adalah kepercayaan, seseorang atau suatu badan 
yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa 
mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. 
Mengenai pengertian kredit terdapat beberapa pendapat, antara lain: 
1) Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan. 
Kredit adalah penyerahan sejumlah uang untuk digunakan secara bebas 
oleh penerima kredit. Penerima kredit Berhak mempergunakan 
pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan 
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2) R. Subekti. 
Beliau menyatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit 
diadakan pada hakikatnya semua yang terjadi adalah perjanjian 
meminjam sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata). 
Jadi perjanjian kredit menurut R. Subekti diidentikkan dengan 
perjanjian pinjam meminjam uang yang mempunyai sifat khusus, 
maksudnya adalah bahwa perjanjian pinjam meminjam uang disini 
terjadi antara bank dengan debitur, dimana debitur akan 
mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu yang telah ditentukan 
sesuai dengan perjanjian (R. Subekti, 1982 : 12). 
3) Raymond P. Kent. 
Kredit ialah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 
melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang 
akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang (Thomas 
Suyatno, 1995 : 12). 
4) O.P. Simorangkir 
Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan 
balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang 
(Simorangkir, 1988 : 91). 
Pada dasarnya istilah kredit tidak terdapat dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang ada hanya mengenai 
perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada Pasal 1754 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan bahwa: 
”Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu 
memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 
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ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan 
yang sama pula”. 
Dari ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) dapat ditarik pengertian bahwa unsur dari pinjam 
meminjam adalah: 
1) Bahwa perjanjian pinjam meminjam pada umumnya obyeknya adalah 
barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, termasuk 
didalamnya adalah uang. 
2) Bahwa barang yang dipinjamkan tersebut akan dikembalikan oleh 
peminjam dalam jumlah, macam, dan keadaan yang sama sesuai 
dengan syarat yang telah disetujui kedua belah pihak. 
3) Bahwa pinjam meminjam terjadi dalam masyarakat umum dan juga 
dalam perbankan (H.A. Chalik, 1990 : 8). 
b.  Unsur-unsur Kredit 
  Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah: 
1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi 
yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan 
benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa 
yang akan datang. 
2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 
prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang 
akan datang. 
3) Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat 
dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 
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4) Prestasi, atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang 
tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa (Suyatno, 1995 : 14). 
c. Kriteria Pemberian Kredit 
Kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur harus 
memperhatikan faktor-faktor yang digunakan sebagai patokan sebelum 
memutuskan bahwa suatu permohonan kredit dapat disetujui atau tidak. 
Faktor-faktor tersebut adalah: 
1)    Watak dari debitur (Character) 
 Maksud watak disini adalah kepribadian, moral, kejujuran, serta itkad 
baik dari debitur. 
 2)    Kapasitas (Capacity) 
  Kemampuan debitur untuk mengendalikan atau mengelola usahanya 
dengan baik, sehingga kredit yang diberikan kreditur bisa 
dikembangkan oleh debitur dan bisa mendapatkan keuntungan. Yang 
berarti nantinya debitur tidak akan kesulitan membayar kembali 
kreditnya. 
3)    Modal (Capital) 
 Debitur diisyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit hanya 
berfungsi sebagai tambahan modal bagi debitur untuk 
mengembangkan usahanya. 
4)    Jaminan (Collateral) 
 Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan 
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5)    Kondisi Ekonomi (Condition of Economy) 
 Situasi ekonomi pada jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan 
pada debitur. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan debitur 
mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan 
kredit tersebut (Mariam Darus Badrulzaman, 1983 : 71-73). 
d.  Jenis-jenis Kredit 
Menurut Thomas Suyatno jenis-jenis kredit dapat dibedakan 
berdasarkan tujuannya, jangka waktunya, jaminan, dan penggunaannya. 
1) Kredit dilihat dari sudut tujuannya, terdiri atas: 
a) Kredit Konsumtif 
Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 
memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya 
bersifat konsumtif. 
b) Kredit Produktif 
Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 
jalannya proses produksi. 
c) Kredit Perdagangan 
Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-
barang untuk dijual lagi. 
2)    Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya, terdiri atas: 
a) Kredit jangka pendek 
Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam 
kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman 
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b) Kredit jangka menengah 
Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, 
kecuali kredit untuk tanaman. Kredit jangka menengah dapat 
berupa Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang diberikan 
oleh lembaga keuangan kepada pengusaha golongan lemah yang 
berjangka waktu maksimum 3 tahun. 
c)  Kredit jangka panjang 
Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit ini 
pada umumnya adalah kredit invensi yang bertujuan menambah 
modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, 
ekspansi, dan pendirian proyek baru. 
3)    Kredit dilihat dari sudut jaminannya, terdiri atas: 
a) Kredit dengan jaminan, tujuannya untuk mencegah hal-hal yang 
tidak diinginkan atau bersifat memperkecil resiko. Jaminan dapat 
berupa tanah, rumah, mesin-mesin, perhiasan, dan lain sebagainya. 
b) Kredit tanpa jaminan, dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, 
kebonafitan, dan juga prospek usaha debitur yang bersangkutan. 
4) Kredit dilihat dari sudut penggunaannya, terdiri atas: 
a) Kredit Eksploitasi 
Adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu 
lembaga keuangan kepada perusahaan untuk membiayai 
kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar. 
Kredit eksploitasi ini lazim disebut kerja/kredit produk karena 
bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya 
eksploitasi perusahaan secara luas. Kredit ini berupa pembelian 
bahan baku, bahan penolong, dan biaya-biaya produksi lainnya 
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Tujuan kredit ini untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan 
kuantitatif maupun kualitatif. 
b) Kredit Investasi 
Adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh 
suatu lembaga keuangan kepada perusahaan untuk melakukan 
suatu investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini 
adalah untuk pembelian barang-barang modal atau jasa yang 
diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi 
proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan 
pabrik, pembelian mesin-mesin, yang semuanya itu ditujukan 
untuk meningkatkan produktifitas. 
 (Thomas Suyatno, 1995 : 25-29) 
e.  Jaminan Kredit 
1) Jaminan Pada Umumnya 
Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangan, 
Undang-Undang memberikan jaminan yang disetujui terhadap semua 
kreditur dan mengenai semua harta benda debitur. Segala kebendaan si 
berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah 
ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi agunan 
untuk segala perikatannya perseorangan (J. Satrio, 1991 : 4). 
Fungsi jaminan secara yuridis kepastian hukum pelunasan hutang 
didalam perjanjian kredit atau didalam utang piutang atau kepastian 
realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini 
adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga 
jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan 
kebendaan (zakelijke zekerheid) dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan 
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bergerak berupa fiducia dan gadai, sedangkan lembaga jaminan 
perorangan (persoonlijke zekerheid) berupa lembaga penanggungan 
(borgtocht). 
Secara umum ada beberapa asas yang berlaku bagi Hak Jaminan 
baik Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotik. Menurut Sutan 
Remy Sjahdeni, asas-asas tersebut adalah: 
a) Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi 
kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya. 
b) Hak jaminan merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok 
yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah 
perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Artinya 
apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak 
jaminan demi hukum berakhir pula. 
c) Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang 
hak jaminan itu. Artinya benda yang dibebani dengan jaminan itu 
bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit 
oleh pengadilan. 
d) Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, hak jaminan itu 
akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti 
benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih 
kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak jaminan dari diatur 
dalam Pasal 528 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata). 
e) Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh 
untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur 
pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik 
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yang diberikan Undang-Undang, benda yang dibebani dengan hak 
jaminan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitur. 
f) Karena jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan 
berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi 
pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. 
Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor 
pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Asas publisitas 
tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai (Sjahdeni, 2000 : 7). 
Jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka 
diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara 
khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur 
yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau 
didahulukan daripada kreditur lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan 
yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan 
didalam perjanjian akan diterangkan mengenai hal ini. Jaminan khusus 
memberikan kedudukan mendahului (preferen) bagi pemegangnya. 
(http://zulsitompul.files.wordpress.com200706makalah-hkgmver1/ 27 
Desember pukul 22:00). 
2)  Jaminan Kredit 
Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan 
kekayaan dan pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung 
pembayaran kembali suatu hutang. 
Mengenai pengertian jaminan kredit terdapat beberapa pendapat, 
antara lain: 
a) Sutarno 
Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai 
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untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian 
kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur (Sutarno, 2005 : 142). 
b) Hartono Hadisoeprapto 
Jaminan kredit ialah segala sesuatu yang diberikan kepada kreditur 
untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi 
kewajiban, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 
perikatan (H. Hadisoeprapto, 1984 : 50). 
 Kegunaan jaminan kredit adalah untuk: 
a) Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk 
mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang 
jaminan tersebut, apabila pengguna jasa melakukan wanprestasi, 
yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian. 
b) Menjamin agar pengguna jasa atau debitur berperan serta dalam 
transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan 
untuk meninggalkan usahanya dengan merugikan diri sendiri atau 
perusahaannya dapat dicegah. 
c) Memberikan dorongan kepada pengguna jasa untuk memenuhi 
perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembal sesuai 
dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan 
kekayaan yang telah dijaminkan kepada kreditur. 
Douglas W. Arner dalam Texas International Law Journals “Property 
Rights, Collateral, Creditor Rights, and Insolvency in East Asia”, 
menyebutkan beberapa fungsi utama jaminan kredit yang merupakan 
Principal Functions of Collateral : 
a)  Mitigation or substitution in credit risk for a potential financier; 
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c)  Signal credit risk strengths or borrower status; 
d)  Signal risk or bargaining weaknesses; 
e)  Facilitate credit substitution; 
f)  Effect on costs and information for credit creation; 
g)  Provide financiers with known credit risks; 
h)  Encourage contractual compliance by collateral provider 
(Douglas W. Arner, 2007: 527). 
 
3.  Tinjauan Umum tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) 
a.  Pengertian Pensiun  
Pada hari tua, kekuatan jasmani makin lama makin berkurang, daya 
tahan jasmani makin lemah yang menyebabkan lebih terserang penyakit, 
tanggungan tidak makin berkurang yang memerlukan pembiayaan yang 
cukup banyak tetapi pendapatan makin berkurang. Salah satu program 
jaminan sosial kepada pegawai negeri yang diberikan oleh Pemerintah 
sebagai penghargaan atas masa kerjanya dilakukan dalam bentuk bantuan 
sosial atau melalui asuransi. Sebagai Pegawai Negeri maka hal tersebut 
diatas dijamin dengan adanya pensiun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 
menyatakan, ”Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-
undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan 
atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam Dinas 
Pemerintah”. Tujuan pensiun ini adalah sebagai jaminan hari tua sebagai 
balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarganya. 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada umumnya faktor usia sangat 
menentukan jangka waktu atau masa aktif kerja yaitu sampai pada usia 56 
tahun mereka harus pensiun atau sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
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Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa sampai pada usia yang telah 
ditentukan maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus pensiun. Dasar 
diberikannya pensiun dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 
menjelaskan bahwa dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan 
besarnya pensiun adalah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan 
dan/atau gaji pokok tambahan peralihan). 
Untuk menjamin hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah 
mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi peserta Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri seperti dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan 
Asuransi Pegawai Negeri, “Tiap Pegawai Negeri diwajibkan menjadi 
peserta dari Tabungan dan Asuransi mulai tanggal diangkatnya sebagai 
Pegawai Negeri, kecuali apabila pengangkatan tidak jatuh pada tanggal 
satu, dalam hal mana ikut besertanya dimulai dengan tanggal satu dari 
bulan berikutnya”. 
b.  Pihak Penerima Pensiun 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan 
Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur pihak penerima pensiun serta Surat 
Keputusan Pensiun, antara lain: 
1)  Pegawai 
Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 
menyatakan: 
“Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai  pegawai negeri 
berhak menerima pensiun pegawai, jika ia pada saat pemberhentiannya 
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a)  telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun (lima puluh 
tahun) dan mempunyai masa kerja untuk pension sekurang-
kurangnya 20 tahun (dua puluh tahun). 
b) oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan 
berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawain 
negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja kembali lagi dalam jabatan 
apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan 
oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya; atau 
c)  mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun (empat tahun) 
dan oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen 
Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan 
pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan 
apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak 
disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban 
jabatannya”. 
Usia Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk penetapan hak atas 
pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan pada 
pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut 
bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak 
terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran pada umur 
pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang 
bersangkutan pada pengangkatan pertama, dengan ketentuan bahwa 
tanggal kelahiran atau umur tidak dapat diubah lagi untuk keperluan 
penentuan hak atas pensiun pegawai.  
Untuk memperoleh pensiun pegawai, pegawai negeri yang 
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a)  Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
b)  Daftar riwayat pekerjaan yang disusun atau disahkan oleh pejabat 
atau badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan 
pegawai yang bersangkutan. 
c)  Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh pejabat berwenang 
yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat istri atau suami 
dan anak-anaknya. 
d)  Surat keterangan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat baik 
yang asli maupun turunan atau kutipan dan barang-barang lainnya 
milik negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada 
yang berwajib. 
2) Janda atau Duda Pegawai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia, maka istri 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria atau suami Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara, berhak menerima pensiun janda 
atau pensiun duda. Untuk memperoleh pensiun janda atau duda bagian 
dari pensiun janda atau duda yang bersangkutan mengajukan surat 
permintaan kepada pejabat yang berwenang dengan dilengkapi surat-
surat, antara lain: 
a)  Surat keterangan kematian atau salinan yang disahkan pejabat 
yang berwenang. 
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c)  Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat mereka 
yang berkepentingan. 
d)  Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir (Surat 
Keputusan Pengangkatan terakhir) pegawai yang meninggal 
dunia. 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penerima pensiun pegawai 
meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri atau suami lagi 
yang berhak untuk menerima pensiun janda atau pensiun duda, maka:  
a)  Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya, apabila hanya 
terdapat satu golongan anak yang seayah dan seibu. 
b)    Pensiun duda diberikan kepada anak-anaknya. 
Anak yang ayah dan ibunya berkedudukan sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu 
pensiun janda atau pensiun duda yang lebih menguntungkan. Anak 
yang berhak menerima pensiun janda adalah anak-anak yang pada 
waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia 
sudah: 
a)    belum mencapai usia 25 tahun; 
b)    tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau  
c)    belum pernah menikah. 
c.  Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sebagai Jaminan Kredit 
Jaminan dalam perjanjian kredit seharusnya barang atau benda yang 
dapat dipindahtangankan, sedangkan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) tidak dapat dipindahtangankan seperti dinyatakan dalam Pasal 
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Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, ”Hak atas pensiun-pensiun 
menurut Undang-undang ini tidak boleh dipindahkan”. Dalam 
perkembangan dunia perkreditan karena adanya kebutuhan, maka 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sebagai salah satu 
Asuransi Sosial dapat diterima sebagai jaminan kredit, hal ini dinyatakan 
dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai, “Surat keputusan tentang 
pemberian pensiun menurut undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai 
jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan”. Kedudukan hukum Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri (TASPEN) sebagai jaminan sangat lemah, oleh karena itu praktek 
perjanjian kredit yang menggunakan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) sebagai jaminan diwajibkan juga untuk menyertakan Asli Surat 
Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat 
Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat Keputusan 
(SK) terakhir, serta Surat Kuasa untuk mengambil atau mencairkan 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN). 
 
4.  Tinjauan Umum tentang Koperasi 
 a.  Pengertian Koperasi  
Dari segi bahasa, koperasi secara umum berasal dari kata-kata latin, 
yakni Cum yang artinya Dengan, dan Aperiari yang berarti Bekerja. Dalam 
bahasa Inggris kita kenal dengan istilah cooperation yang berarti 
kerjasama. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperatieve 
Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. 
Kata Cooperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai 
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ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang artinya adalah 
organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. 
Nindyo Pramono mendefinisikan bahwa Koperasi adalah suatu 
perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang 
atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai 
anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara 
kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi 
kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Sutantya Rahardja, 2000 : 1). 
Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat unsur-unsur koperasi adalah 
sebagai berikut: 
1) Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi 
modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, 
kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab; 
2) Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan 
oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran dan agama; dan 
3) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara 
bekerja sama secara kekeluargaan. 
Pengertian lain dari koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 
menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 
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Berdasarkan definisi tersebut, ciri-ciri dari koperasi Indonesia adalah 
sebagai berikut: 
1)  Adalah badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan 
memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi 
peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, dimana 
saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha. 
2)  Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, 
untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu 
pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, 
dan efisien sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat 
meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada 
anggota. 
3)  Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh 
siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan 
ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga. 
4)  Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para 
anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan 
kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota 
koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 
5)  Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi 
ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada 
koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para 
anggota adalah terbatas, artinya tidak melebihi suku bunga yang 
berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya 
modal yang diberikan. 
6)  Koperasi berprinsip mandiri, hal ini mengandung arti bahwa koperasi 
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kebebasan yang bertanggungjawab, memiliki otonomi, swadaya, 
berani mempertanggunjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan 
mengelola diri sendiri. 
b.  Karakteristik koperasi 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tahun 2007, 
karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha 
lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual 
identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna 
jasa koperasi (user own oriented firm), oleh karena itu : 
1) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya 
ada satu kepentingan ekonomi yang sama. 
2)  Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya 
diri untuk menolong dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, 
kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, selain itu 
anggota- anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, 
keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang 
lain. 
3) Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta 
dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. 
4) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan 
ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota 
(promotion of the members welfare). 
5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada 
anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat 
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c.  Landasan dan Asas Koperasi 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
menyatakan bahwa, koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan 
asas itu, maka dalam melakukan kegiatan usahanya koperasi harus 
mementingkan kebersamaan. Artinya, pengelolan koperasi  dilakukan oleh, 
dari, dan untuk para anggota secara kekeluargaan. Kunci penting dalam 
asas kekeluargaan itu ialah kebersamaan dan gotong royong dalam 
menjalankan kegiatan koperasi agar para anggota dan pengurus dapat 
menciptakan kesejahteraan bersama sesuai dengan kepentingannya masing-
masing. 
Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman yang harus dimiliki oleh 
setiap koperasi dalam menentukan arah, tujuan dan kegiatan koperasi. 
Suyatno (2003 : 41) mengemukakan secara rinci landasan koperasi dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
1)  Landasan Idiil 
Koperasi memiliki landasan idiil Pancasila. Artinya, koperasi harus 
mendasarkan dirinya kepada Pancasila dalam upaya mencapai cita-
citanya. 
2)  Landasan Struktural 
Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945. 
Secara eksplisit Pasal 33 ayat (1) tidak menyebutkan koperasi sebagai 
salah satu bangun struktural perekonomian Indonesia. Akan tetapi, 
kata-kata asas kekeluargaan yang dapat menjamin keberadaan 
struktural koperasi adalah asas bagi seluruh koperasi. 
3) Landasan Mental 
Koperasi memiliki landasan mental berupa kesetiakawanan dan 
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harus ada rasa kesetiakawanan, kebersamaan, rasa kekeluargaan, sadar 
akan pentingnya bekerja sama dan sekaligus mempunyai rasa percaya 
diri. 
4) Landasan Operasional 
Landasan operasional koperasi berupa undang-undang dan peraturan-
peraturan yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, landasan 
operasional koperasi meliputi : 
a)    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 
b)  Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi (AD/ART   
Koperasi). 
d.  Peran dan Fungsi Koperasi 
Peran dan fungsi Koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 Pasal 4 menyatakan bahwa: 
1)   Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia dan masyarakat. 
3)  Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai kekuatan dan ketahanan 
perekonomian nasional dengan koperasi sokogurunya. 
4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 
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e. Prinsip-prinsip Koperasi 
Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa: 
1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 
3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan 
5) Kemandirian. 
f.  Bentuk-bentuk Koperasi 
  Bentuk-bentuk koperasi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa: 
1) Koperasi Primer 
Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang 
perseorangan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 orang. 
2) Koperasi Sekunder 
Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan badan-
badan hukum koperasi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 
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B.  Kerangka Pemikiran 
Salah satu fungsi dari Koperasi adalah mengembangkan potensi dan 
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada 
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dengan 
fungsi inilah Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) melayani kredit 
yang dilakukan oleh anggota dengan menggunakan salah satu syarat berupa 
agunan atau jaminan, berupa benda bergerak maupun benda tetap. Salah satu 
yang coba penulis bahas adalah perjanjian kredit yang menjadikan Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) sebagai jaminan perjanjian kredit 
tersebut.  
Perjanjian kredit dengan menggunakan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
Sipil (TASPEN) ini sangat penting untuk dianalisis, untuk mengetahui apakah 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) memenuhi aspek hukum 
jaminan, bagaimana prosedur perjanjian kredit yang menggunakan Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) sebagai jaminan, serta untuk 
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Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui kerangka berpikir sebagai berikut : 











Benda Bergerak / Benda 
Tetap 
Tabungan Asuransi 
Pegawai Negeri Sipil 
 
- Keabsahan TASPEN 
sebagai jaminan   
- Prosedur Perjanjian 
Kredit 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Kantor Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta 
a. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
Jakarta 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) merupakan koperasi 
primer di bidang multi usaha yang berlandaskan pancasila dan berasaskan 
kekeluargaan. Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) didirikan 
di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1952, saat itu masih merupakan 
perkumpulan Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Jawatan Koperasi, 
bertempat di Gedung Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil & Menengah 
(UKM), dengan pendiri-pendiri pada saat itu adalah: 
1) D. Atmadirdeja 
2) Kamaralsyah 
3) Raden Mardjono 
4) Partodihardjo 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) disahkan dengan akta 
pendirian Koperasi tertanggal 11 Februari 1953 dengan badan hukum 
Nomor 813.e/BH/I dengan perubahan terakhir Nomor 
09/PAD/MENEG.I/XI/2000 pada tanggal 23 November 2000. Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) didirikan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan 
masyarakat daerah kerja pada umumnya, selain itu dengan pendirian 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dapat menciptakan dan 
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Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) yang digunakan 
penulis untuk melaksanakan penelitian ini berkedudukan di Jl. HR. Rasuna 
Said Kav 3-5 Jakarta Selatan. Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) telah memiliki anggota sebanyak 1.200 orang dan anggotanya 
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau mantan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) Departemen Koperasi. Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) merupakan salah satu koperasi yang unik karena mayoritas 
anggotanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil & Menengah (UKM) namun koperasi ini masih 
menggunakan nama Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
b. Anggaran Dasar 
Anggaran Dasar merupakan seperangkat peraturan yang mengatur peri 
kehidupan koperasi dengan anggota dan koperasi dengan instansi luar yang 
menyangkut kebijakan umum koperasi. Anggaran Dasar ini merupakan 
salah satu yang harus dimiliki untuk mendirikan koperasi, oleh karena itu 
pada saat pendirian Anggaran Dasar terlebih dahulu dibuat untuk 
memenuhi syarat pembentukan koperasi.  Anggaran Dasar terbentuk dari 
Rapat Anggota, sebagai kebijakan umum koperasi dibahas, direvisi sebagai 
usaha penyempurnaan, dan kemudian disahkan oleh Rapat Anggota selaku 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. 
Anggaran Dasar biasanya memuat tentang: 
1) Nama Koperasi. 
2) Tempat kedudukan. 
3) Maksud dan Tujuan. 
4) Syarat-syarat keanggotaan. 
5) Tentang permodalan. 
6) Hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. 
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8) Rapat Anggota dan Keputusan Rapat Anggota. 
9) Penetapan Tahun buku. 
c. Keanggotaan 
Keanggotaan pada Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), 
yaitu: 
1) Anggota 
Keanggotaan ini merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau mantan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Koperasi yang memiliki 
kesinambungan atau kegiatan usaha dan kebutuhan ekonomi dengan 
kegiatan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dalam 
bentuk kredit dengan membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 
100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Simpanan Wajib yang besarnya 
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau keputusan 
Rapat Anggota. 
2) Anggota Luar Biasa 
Keanggotaan ini merupakan Warga Negara Asing (WNA) atau Warga 
Negara Indonesia (WNI) yang bermaksud menjadi anggota dan 
memiliki kepentingan serta kebutuhan kegiatan ekonomi yang 
diusahakan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). Dalam 
Anggaran Dasar ini peran serta atau partisipasi dari anggota luar biasa 
hanya sebatas memperoleh pelayanan, memperoleh bagian Sisa Hasil 
Usaha (SHU), menghadiri Rapat Anggota, namun  tidak memiliki hak 
suara serta kewenangan menentukan kebijakan dalam Rapat Anggota. 
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa anggota koperasi 














































commit to user 
 49
d. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
Jakarta 
STRUKTUR ORGANISASI 






-----------    Garis Pengawasan 
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1) Pengurus : 
Ketua : Ir. Saleh Sofjan 
Sekretaris : Drs. Syafei Ismail 
Bendahara : Drs. Rafma Siahaan, MM. 
2) Manajer : 
Unit Simpan Pinjam (USP) : Boy Indra Kusuma, SH. 
Sektor Riil : Samsudin, SH. 
Administrasi & Keuangan : Hadiansyah 
KETERANGAN : 
1) Rapat Anggota 
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
tata kehidupan koperasi termasuk juga Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) yang diadakan paling lambat 2 bulan setelah akhir 
tahun, adapun fungsi dari diadakannya Rapat Anggota adalah: 
a) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan 
perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
b) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, 
dan usaha Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
c) Memilih, mengangkat, dan/atau memberhentikan Pengawas dan 
Pengurus Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta 
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e) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan 
tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK). 
f) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) atau Laba Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK). 
g) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
Rapat Anggota wajib dihadiri oleh seluruh struktur organisasi 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) serta Anggota 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) baik Anggota dan 
Anggota Luar Biasa. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya 
sekali dalam setahun namun tidak menutup kemungkinan diadakan 
Rapat Anggota lebih dari satu kali setiap tahunnya dengan persetujuan 
dari seluruh anggota, adapun sistem pemberitahuannya adalah melalui 
surat. 
2) Pengurus 
Secara umum Pengurus Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) bertugas dan berkewajiban antara lain: 
a) Mengatur, mengendalikan, dan menyelenggarakan kegiatan 
organisasi, tata laksana dan usaha serta aset/kekayaan Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
b) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK). 
c) Mewakili Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
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d) Mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
e) Menyelenggarakan Rapat Anggota, mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas dan kewajiban kepengurusannya. 
f) Memutuskan menerima atau menolak penerimaan anggota baru 
dan pemberhentian anggota berdasarkan ketentuan dalam 
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau 
ketentuan khusus. 
g) Membantu kelancaran tugas Pengawasan oleh Pengawas dan/atau 
pemeriksa, Tim Verifikasi yang diangkat dan ditugaskan oleh 
Rapat Anggota untuk tugas-tugas tertentu, serta harus memberikan 
keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan. 
h) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai 
jalannya organisasi, usaha, kekayaan Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK), dan lain-lain bila diperlukan oleh 
anggota. 
i) Memelihara kerukunan, kebersamaan, dan mencegah segala hal 
yang menyebabkan perselisihan diantara anggota. 
Pengurus Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) adalah 
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang secara khusus memiliki tugas 
dan kewajiban masing-masing antara lain: 
a) Ketua sebagai pucuk pimpinan bertugas dan berkewajiban antara 
lain: 
(1) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan seluruh 
kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Koperasi Pegawai 
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(2) Mengatur hubungan keluar dalam kapasitas tim kerja (team 
work) dalam sifat manajemen kolektif. 
(3) Memimpin, mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan 
bidang usaha. 
b) Sekretaris bertugas dan berkewajiban antara lain: 
(1) Membantu ketua 
(2) Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 
keluar yang menyangkut kegiatan bidang organisasi dan 
penyelenggaraan rapat pengurus. 
(3) Mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan bidang 
organisasi, administrasi, dan tata laksana keanggotaan. 
c) Bendahara bertugas dan berkewajiban antara lain: 
(1) Membantu ketua dalam bidang pengelolaan aset/kekayaan, 
hubungan keluar, dan penyelenggaraan administrasi bidang 
permodalan. 
(2) Mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan keuangan, 
pendapatan, dan anggaran belanja/biaya, akuntansi, dan 
manajemen permodalan. 
3) Pengawas 
Pengawas Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
bertugas dan berkewajiban antara lain: 
a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, 
pengelolaan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dan 
keputusan Rapat Anggota. 
b) Memeriksa, meneliti catatan, pembukuan, dan bukti-bukti 
pendukung terhadap pengelolaan usaha dan keuangan/aset 
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c) Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada 
Pengurus Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
d) Merahasiakan hasil Pengawasan dan pemeriksaannya kepada pihak 
ketiga. 
e) Membuat laporan tertulis terhadap hasil pelaksanaan tugas 
pengawasan dan pemeriksaan kepada Rapat Anggota. 
e. Kegiatan Usaha Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta 
Kegiatan usaha diperlukan bagi koperasi untuk mencapai tujuannya 
dan sebagai pelayanan koperasi terhadap anggota, hal ini dinyatakan dalam 
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, ”Kegiatan 
usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota 
koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.  
Kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) antara lain: 
1) Unit Simpan Pinjam (USP) diarahkan untuk melayani kebutuhan akan 
modal usaha, investasi, dan keperluan penting lainnya dengan cara 
menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon 
anggota, koperasi lain, dan/atau anggota koperasi lain. Dalam 
menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang berwenang untuk 
memutuskan memberikan pinjaman adalah Manager Unit Simpan 
Pinjam, apabila Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
belum mempunyai Manajer Unit Simpan Pinjam (USP) maka 
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2) Unit Usaha Perdagangan kegiatannya ditujukan untuk melayani 
kebutuhan anggota dan non anggota, terutama barang keperluan 
sehari-hari melalui pembelian (pengadaan) dan penjualan (penyaluran) 
dengan harga yang bersaing. Unit Usaha Perdagangan juga melakukan 
kegiatan untuk dapat memasarkan/menjual hasil produksi para anggota 
dengan harga yang layak dan kualitas bermutu. 
3) Unit Usaha Perumahan dilakukan khusus untuk kepentingan para 
anggota dan melanjutkan usaha perumahan, karena masih ada anggota 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) yang belum 
memiliki rumah. 
4) Usaha Jasa lain menjalankan dan mengembangkan usaha transportasi, 
parkir, perbengkelan/rental, photo copy, biro perjalanan, warung 
telekomunikasi (WARTEL), cleaning service, rumah makan dan 
katering, poliklinik serta apotik. 
f. Permodalan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta 
Sumber modal Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
diperoleh dari: 
1)  Modal sendiri/ekuitas 
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dari kewajiban Anggota, 
yang memodali/membiayai kegiatan pelayanan Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) kepada anggota dan merupakan hak 
pemilik atau kekayaan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK). Modal sendiri terdiri atas: 
a)   Simpanan Pokok 
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan    
wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi Pegawai 
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dan hanya dapat ditarik pada saat anggota keluar/berhenti. 
Besarnya simpanan pokok tiap anggota adalah sebesar Rp 
100.000,00 (seratus ribu rupiah).  
b)  Simpanan Wajib 
Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang jumlahnya tidak 
harus sama dan wajib dibayar setiap bulan oleh anggota kepada 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dalam 
kesempatan tertentu. Besar simpanan wajib tiap anggota adalah 
sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 
c)  Dana Cadangan 
Dana cadangan adalah dana yang berasal dari penyisihan Sisa Hasil 
Usaha (SHU) atau laba yang telah jelas tujuan dan penggunaannya 
atas kebijakan keputusan Rapat Anggota dan merupakan sebagian 
kekayaan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
Besarnya dana cadangan untuk Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) adalah sebesar 25% dari Sisa Hasil Usaha 
(SHU). 
d)  Hibah 
Hibah adalah pemberian bantuan berupa dana dan/atau barang yang 
memiliki nilai/harga ekonomi dari donatur baik perorangan, 
pemerintah, maupun badan atau perusahaan kepada Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
2)  Modal luar/pinjaman 
Untuk mengembangkan usahanya, Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak 
merugikan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). Modal 
pinjaman ini berasal dari: 
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b)  Koperasi lain dan/atau anggotanya 
c)  Bank dan lembaga keuangan lainnya 
d)  Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 
e)  Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri 
g. Pendapatan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta 
Pendapatan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta 
berasal dari: 
1)   Pendapatan bunga, meliputi: 
a)  Pendapatan bunga 
b)  Bunga dari penempatan Bank 
2)   Pendapatan non bunga, meliputi: 
 a)  Pendapatan dari administrasi provisi materai 
 b)  Pendapatan dari denda 
 c)  Pendapatan administrasi DPK (tabungan, obligasi, giro) 
 d)  Pendapatan notaris 
h.    Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 
Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah hasil partisipasi netto anggota 
ditambah laba atau rugi dengan non anggota, ditambah atau dikurangi 
beban perkoperasian dan pajak penghasilan perusahaan, zakat Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dalam satu tahun buku. Besarnya 
pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah: 
1) 25% untuk dana cadangan. 
2) 40% untuk jasa anggota, dibagi menurut partisipasi masing-masing 
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3) 15% untuk jasa anggota, dibagi menurut jumlah perbandingan 
simpanannya dengan modal sendiri Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK), dengan ketentuan maksimal 2 tahun tabungan yang 
berlaku pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 
tersebut, jika terdapat kelebihan disimpanan pada simpanan khusus. 
4) 10% untuk jasa Pengurus dan Pengawas. 
5) 5% untuk jasa kesejahteraan karyawan Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK). 
6) 2,5% untuk dana pendidikan. 
7) 2,5% untuk dana sosial.  
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan 
bahwa Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah 
dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk: 
1) dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana 
yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai 
transaksi; 
2) membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan; 
3) insentip bagi Pengelola dan karyawan; dan 
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2. Aspek hukum jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dalam 
perjanjian kredit di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta 
Benda jaminan seharusnya merupakan benda yang dapat 
dipindahtangankan, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) tidak dapat 
dipindahtangankan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai, “Hak 
atas pensiun-pensiun menurut undang-undang ini tidak boleh dipindahkan”. 
Dalam perkembangan dunia perkreditan dengan meningkatnya kebutuhan 
maka Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dapat dijadikan sebagai 
jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai, “Surat 
keputusan tentang pemberian pensiun menurut undang-undang ini dapat 
dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa 
walaupun Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) tidak dapat 
dipindahtangankan namun Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) 
memenuhi aspek hukum jaminan, karena adanya dasar-dasar hukum yang 
mengaturnya, namun kedudukan hukum Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) sebagai jaminan sangat lemah. Surat kuasa untuk menerima gaji dan 
pensiun tersebut dibuat sebagai kuasa mutlak, tetapi jaminan semacam itu 
kedudukannya sangat lemah, karena gaji dan pensiun sangat bersifat pribadi, 
sehingga kematian yang bersangkutan akan berarti berakhirnya gaji dan pensiun 
tersebut (J Satrio, 2002 : 113). Untuk itu dalam perjanjian kredit yang 
menggunakan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sebagai jaminan 
juga harus menyertakan Asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon 
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Negeri Sipil, Asli Surat Keputusan (SK) terakhir, serta Surat Kuasa untuk 
mengambil atau mencairkan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN). 
Perjanjian kredit dengan menggunakan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
Sipil (TASPEN) tidak diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 
Rumah Tangga (ART), namun dalam prakteknya Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri Sipil (TASPEN) dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit di 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri Sipil (TASPEN) dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit 
walaupun tidak diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah 
Tangga (ART), ini merupakan kebijakkan pengurus dan rasa kemanusiaan serta 
jiwa sosial pengurus yang kemudian akan dipertanggungjawabkan dalam Rapat 
Anggota.  
3. Prosedur Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri (TASPEN) Di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) sebagai sebuah koperasi 
dengan tujuan memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan kepada 
anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dengan 
menawarkan pemberian kredit dengan jaminan salah satunya Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN). Penggunaan Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri (TASPEN) sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) tergolong unik karena tidak diatur 
dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) memperbolehkan 
penggunaan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sebagai jaminan 
dengan alasan kemanusiaan dan rasa sosial. Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri (TASPEN) dapat digunakan apabila semua harta kekayaan milik debitur 
sudah dijaminkan, dalam arti bahwa debitur sudah tidak memiliki harta 
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toleransi dalam hal aturan serta persyaratan yang diberikan Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) menjadikan Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) sebagai alternatif bagi masyarakat luas yang membutuhkan 
dana selain dari lembaga pembiayaan lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dengan Manajer Unit Simpan 
Pinjam (USP), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pemberian 
kredit dengan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sebagai jaminan 
dilakukan melalui beberapa tahap, yang antara lain sebagai berikut: 
a. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit 
Pemohon datang sendiri ke Kantor Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) untuk kemudian mengisi dan menandatangani Formulir 
Permohonan Pinjaman Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
Jakarta, dalam hal ini tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain, kemudian 
pemohon kredit menyerahkan Formulir tersebut beserta berkas-berkas 
persyaratan yang lain yaitu berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Fotokopi Kartu Pegawai, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Asli Surat 
Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat 
Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat Keputusan 
(SK) terakhir, Asli Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), 
Asli Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari Pejabat yang berwenang, dan Asli 
Slip Gaji dari Bendahara Gaji, diserahkan kepada Analis Unit Simpan 
Pinjam (USP) untuk kemudin diberi catatan rekomendasi kepada 
Koordinator dan Manajer Unit Simpan Pinjam (USP). Jaminan berupa 
kartu atas nama sendiri, setelah seluruh berkas dilengkapi dan diajukan, 
pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) akan meminta 
pemohon kredit untuk kembali ke Kantor Koperasi Pegawai Departemen 
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dapat cair atau tidak, dana dapat disetujui untuk cair seluruhnya atau 
sebagian saja. Waktu dua atau tiga hari ini akan digunakan oleh Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) untuk analisis kelayakan dan 
peninjauan/survei berkas-berkas kelengkapan dalam pengajuan kredit. 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) sendiri tidak terlalu 
idealis dengan aturan main yang ada karena mengingat sebagian pengguna 
jasa telah memiliki hubungan dekat dengan pihak Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK). Pemohon kredit adalah Anggota Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), apabila pemohon kredit masih 
berstatus calon anggota maka harus mendapatkan jaminan dari anggota 
yang sudah tercatat, penjamin turut bertanggungjawab. Pemohon kredit ini 
mengajukan permohonan kredit dengan berbagai macam alasan ada yang 
digunakan untuk modal usaha, biaya sekolah, dll.  
b. Tahap Peninjauan dan Analisis Kelayakan 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) setelah menerima 
seluruh berkas kelengkapan permohonan kredit yang telah diserahkan akan 
melakukan peninjauan/survei dan analisis kelayakan yang dilakukan oleh 
Manajer Unit Simpan Pinjam (USP) beserta Pengurus untuk mendapatkan 
keputusan mengenai permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon 
kredit. Waktu yang digunakan relatif cepat bisa hari itu juga atau hari 
berikutnya. Obyek peninjauan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) meliputi kebutuhan hidup, jumlah 
pendapatan, jaminan, dan tempat tinggal. Peninjauan terhadap jaminan 
meliputi keabsahan pemilikan jaminan, dan status jaminan yang 
berhubungan dengan penyitaan jaminan apabila debitur wanprestasi. Hasil 
dari peninjauan dan analisis kelayakan tersebut akan menentukan 
keputusan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dalam hal : 
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atau sebagian saja, besarnya angsuran dan tenggang waktu pelunasan. 
Peninjauan dan analisis kelayakan ini dilakukan sebagai tindakan preventif 
dan bertujuan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan bagi Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) pada saat setelah dana cair. Biaya 
operasional peninjauan dan analisis kelayakan akan dibebankan pada 
Kantor Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
c. Tahap Perjanjian Kredit 
Pada tahap ini setelah Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) selesai melakukan peninjauan/survei dan analisis kelayakan 
terhadap berkas-berkas kelengkapan, Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) memberitahukan kepada pemohon kredit untuk datang 
ke Kantor Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) untuk 
diberitahu mengenai keputusan pemberian kredit apakah dapat cair 
sebagian atau seluruhnya, jangka waktu pelunasan yang diminta oleh 
pemohon untuk kemudian dikompromikan dengan pihak Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) sehingga akan didapatkan jangka waktu 
pelunasan berdasarkan kesepakatan bersama, dari lama jangka waktunya 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) akan menetapkan 
besarnya angsuran yang harus dibayar oleh pemohon pada tiap-tiap 
pembayaran angsuran dengan mengacu pada hasil peninjauan/survei dan 
analisis kelayakan yang telah dilakukan, setelah itu pemohon diwajibkan 
untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang harus diserahkan 
kepada Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), setelah berkas-
berkas persyaratan tersebut telah dipenuhi formulir perjanjian kredit 
diserahkan kepada pemohon kredit untuk dipelajari bisa di Kantor Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) atau dibawa pulang terlebih 
dahulu, apabila pemohon menyetujui klausul-klausul yang tercantum 
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akan mengadakan perjanjian dengan notaris, Nyonya Sjarmeini Sofjan 
Chandra S.H., untuk melakukan penandatanganan perjanjian. Pemohon 
yang masih berstatus calon anggota harus mendapatkan jaminan dari 
anggota yang sudah tercatat, penjamin tersebut harus hadir dalam 
penandatanganan perjanjian di hadapan notaris. Pembuatan Surat Kuasa 
atas jaminan akan diurus oleh pihak notaris dengan permintaan dari pihak 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), Surat Kuasa dibuat 
hanya untuk memberi kuasa kepada Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) untuk mencairkan jaminan apabila debitur wanprestasi, 
jumlah dana yang dicairkan dari jaminan sesuai dengan jumlah kredit 
debitur dalam perjanjian kredit yang disepakati. Perjanjian antara debitur 
dengan pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), pihak 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) berfungsi sebagai 
perantara antara pihak debitur dengan Bank dalam hal pemegang jaminan, 
dalam arti yang berhak memegang jaminan dalam perjanjian antara debitur 
dengan pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) adalah 
Bank. Setelah dilakukan perjanjian antara debitur dengan pihak Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), maka pihak Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) menyerahkan jaminan kepada Bank 
JABAR. Pencairan dana akan dilakukan pada hari itu juga setelah 
penandatanganan perjanjian kredit di hadapan notaris. Besarnya dana yang 
diterima oleh penerima kredit akan dipotong untuk provisi administrasi, 
asuransi, dll yang telah ditentukan dari jumlah kredit. 
Pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) kepada pemohon kredit dalam bentuk perjanjian kredit 
akan melahirkan suatu hubungan hukum dan dari hubungan hukum 
tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 
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Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dan demikian pula hak 
pemohon kredit merupakan kewajiban dari Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK). 
1) Hak Kreditur 
a) Menerima sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur beserta 
dengan bunga sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. 
b) Menerima denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh 
penerima kredit. 
c) Meminta segala macam keterangan yang berhubungan dengan 
analisis kelayakan kredit pemohon kredit. 
d) Berhak menyita atau mencairkan jaminan Tabungan Asuransi 
Pegawai Negeri (TASPEN) apabila debitur tidak melunasi kredit 
yang telah diberikan. 
2) Kewajiban Kreditur 
Menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman yang telah disepakati 
dalam perjanjian. 
3) Hak Debitur 
a) Menerima seumlah uang yang dipinjamkan Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) kepadanya. 
b) Mempelajari terlebih dahulu klausul-klausul yang ada dalam 
perjanjian. 
4) Kewajiban Debitur 
a) Mengembalikan seluruh kredit yang dipinjam beserta bunga dan 
membayar denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. 
b) Membayar administrasi dan menanggung seluruh pengurusan yang 
melibatkan notaris. 
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d) Menyerahkan Asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon 
Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat Keputusan (SK) terakhir, dan Asli 
Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang 
dijaminkan. 
d. Berakhirnya Perjanjian 
Perjanjian kredit antara Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) dengan debitur dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu: 
1) Debitur jatuh bangkrut dan tidak mampu melunasi pinjamannya. 
2) Debitur lari dari tanggungjawab pelunasan pinjamannya (debitur 
wanprestasi). 
3) Debitur melunasi hutang. 
Untuk poin 1 dan 2 maka pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) dapat melakukan tindakan eksekusi, yakni mencairkan jaminan 
sebesar dana yang dipinjam debitur. 
Berakhirnya perjanjian yang terjadi karena debitur melunasi hutang 
akan menimbulkan kewajiban bagi pihak Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) untuk mengembalikan jaminan pada keadaan semula, 
oleh karena itu Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) akan 
menghubungi notaris untuk mencabut surat kuasa, biasanya biaya yang 
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4. Permasalahan Yang Timbul dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kredit 
Dengan Jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Di Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta  
Perjanjian yang terjadi antara Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) dengan debitur sering kali mengalami permasalahan baik yang 
bersifat ringan maupun berat, oleh karena itu berikut akan dipaparkan 
permasalahan-permasalahan yang timbul dan penyelesaiannya dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) Di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), sebagai 
berikut: 
b. Debitur wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran angsuran dan bunga 
Keterlambatan pembayaran angsuran untuk waktu lebih dari satu 
minggu maka pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) akan 
mengingatkan debitur melalui telepon, untuk keterlambatan pembayaran 
angsuran dan bunga lebih dari satu bulan pihak Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) akan menerbitkan surat peringatan yang 
ditandatangani oleh Manajer Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) dengan tembusan pada Pengurus Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), pihak Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) mengenakan denda sebesar 1% dari 
kewajiban angsuran pokok dan bunga.  
c. Etiket yang tidak baik dari debitur 
Penerima kredit lari dari tanggung jawabnya untuk melunasi 
pembayaran pinjaman yang diterima maka pihak Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) akan melakukan tindakan persuasif dengan 
mendekati debitur agar tersadar akan tanggung jawabnya, tindakan ini 
ditempuh untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah, baru setelah 
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(KPDK) akan melakukan usaha pencairan dana dalam jaminan sesuai 
dengan dana yang dipinjam debitur. Dengan catatan selama ini pihak 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) belum pernah menempuh 
jalur peradilan guna menyelesaikan masalah. 
d. Kualitas sumber daya manusia pengelola kredit koperasi masih relatif 
rendah  
Dalam praktek perjanjian kredit pihak pengelola kredit koperasi tidak 
bersikap obyektif dalam pemberian kredit, pihak pengelola kredit koperasi 
cenderung bersikap subyektif dikarenakan adanya hubungan atau 
kedekatan antara debitur dengan Pengurus Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK), hal ini mengakibatkan jumlah nominal yang dipinjam 
debitur terkadang lebih besar dari nilai jaminan yang dijaminkan. Pihak 
pengelola kredit kurang melakukan peninjauan dan analisis kelayakan 
terhadap debitur secara mendalam sehingga terkadang ada debitur yang 
masih memiliki harta kekayaan lain untuk dijaminkan namun menjaminkan 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dengan alasan kemudahan. 
Untuk kasus seperti ini koperasi akan mengambil tindakan alternatif seperti 
antara lain meminta penggantian barang jaminan yang sebanding dengan 
jumlah dana yang diterima debitur. Bagi pihak pengelola kredit koperasi 
akan dilakukan pendidikan dan pelatihan berkenaan dengan peninjauan dan 
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B. Pembahasan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) dapat di analisa, sebagai berikut: 
1. Aspek Hukum Jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dalam 
Perjanjian Kredit di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta.  
Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 
tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai, serta Pasal 30 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun 
Janda/duda Pegawai dapat disimpulkan bahwa walaupun Tabungan Asuransi 
Pegawai Negeri (TASPEN) tidak dapat dipindahtangankan namun Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) memenuhi aspek hukum jaminan, 
karena Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai mengatur bahwa Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) dapat dijadikan sebagai jaminan  
untuk melakukan perjanjian kredit kepada bank yang ditunjuk Oleh Bank 
Indonesia, dalam praktek perjanjian kredit antara Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) dengan pemohon kredit, jaminan diserahkan 
kepada Bank Jabar, Bank Jabar dalam hal ini yang memegang jaminan hingga 
berakhirnya perjanjian kredit. Walaupun Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) dapat dijadikan sebagai jaminan, namun kedudukan hukum 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sebagai jaminan sangat 
lemah. Untuk itu Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
mewajibkan pemohon kredit untuk menyertakan Asli Surat Keputusan (SK) 
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat Keputusan (SK) 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Asli Surat Keputusan (SK) terakhir, serta 
Surat Kuasa untuk mengambil atau mencairkan Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri (TASPEN) dalam perjanjian kredit yang menggunakan Tabungan 
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2. Prosedur perjanjian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri (TASPEN) di Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
Jakarta 
Dalam hal pemberian kredit pihak Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) lebih menitikberatkan pada pengguna jasa dalam hal ini 
anggota yang telah memiliki relasi/hubungan pertemanan atau persaudaraan 
dengan Pengurus Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). Hal ini 
diambil sebagai kebijakan Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
guna menyaring pengguna jasa yang memohon kredit agar terhindar dari 
kemungkinan wanprestasi dari pengguna jasa. Asumsinya bahwa pengguna 
jasa yang memiliki relasi/hubungan dekat dengan Pengurus Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) akan lebih tertib dalam hal pemenuhan 
kewajiban karena memiliki beban moral yang lebih dibanding pengguna jasa 
lain, dan pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) akan lebih 
mengetahui kemampuan keuangan pengguna jasa dalam hal pemenuhan 
kewajiban karena pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
mengenal baik pengguna jasa. Atas dasar kepercayaan pihak Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta terhadap pemohon kredit 
yang timbul dari adanya relasi/hubungan dekat dengan Pengurus  Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) inilah, maka prosedur perjanjian 
kredit dalam prakteknya diterapkan dan dilakukan secara fleksibel. Prosedur 
perjanjian kredit yang diterapkan secara fleksibel tersebut menyimpang dari 
Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan 
bahwa, Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 
Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang 
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Penerapan kebijakan tersebut memiliki banyak kelemahan yang 
menyebabkan banyak kasus terjadi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dengan pengguna jasa, 
kebijakkan tersebut juga melahirkan ketidakadilan bagi pengguna jasa yang 
tidak memiliki relasi/hubungan dengan Pengurus Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK), karena relatif kecil kemungkinannya 
pengguna jasa ini dapat melakukan pinjaman kepada Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK). 
Perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dengan pihak Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) hanya diproses sampai penyerahan 
jaminan beserta Surat-surat Keputusan yang menyertai jaminan seperti Surat 
Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan 
(SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan (SK) terakhir. 
Semua pembiayaan yang muncul selama proses penyerahan jaminan beserta 
Surat-surat Keputusan yang menyertai jaminan kepada Bank dan pembuatan 
Surat Kuasa pemotongan gaji oleh notaris dibebankan kepada pihak pemohon 
kredit, namun pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) selalu 
berorientasi pada birokrasi yang cepat, mudah, dan murah agar tidak terlalu 
membebani pihak pengguna jasa karena ini menjadi pelayanan Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) kepada anggota yang melakukan 
pinjaman. 
3. Permasalahan Yang Timbul dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kredit 
Dengan Jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Di Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta 
Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) seperti keterlambatan pembayaran, kredit 
macet, debitur wanprestasi sebenarnya bermuara pada kelemahan Koperasi 
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dan análisis kelayakan. Hal ini disebabkan karena adanya relasi/hubungan 
dekat antara debitur dengan Pengurus Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) sehingga pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) bersikap terlalu fleksibel dalam melakukan peninjauan dan analisis 
kelayakan, sikap ini mengakibatkan peninjauan serta analisis yang dilakukan 
pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) tidak mendalam dan 
menjadi bumerang bagi Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sendiri sebagai jaminan 
dalam perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dengan pihak Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) tidak pernah menimbulkan masalah.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkkan pula bahwa 
selama ini Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) belum pernah 
menempuh jalur peradilan (proses legitasi) dalam menyelesaikan 
permasalahan. Pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) lebih 
memprioritaskan penyelesaian masalah secara persuasif dengan musyawarah 
dan kekeluargaan yaitu dengan jalan mendekati pengguna jasa, mencari akar 
permasalahan, dan memecahkan masalah dengan jalan yang terbaik yang 
tidak memberatkan pengguna jasa, seperti misalnya melibatkan pengguna jasa 
yang juga merupakan anggota Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) dalam kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK). Kebijakan lunak yang diambil oleh pihak Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) kepada pengguna jasa yang 
melakukan wanprestasi berorientasi pada beberapa hal, yaitu antara lain: 
a.   Dana yang diberikan dapat kembali seluruhnya. 
b. Hubungan baik yang telah ada sebelum adanya perjanjian dapat terus 
terjalin hingga perjanjian selesai. 
c. Menghindari hal-hal yang bersifat memberatkan bagi pengguna jasa 




















































Setelah penulis menguraikan tentang aspek hukum jaminan Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dalam perjanjian kredit di Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan antara lain: 
1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, “Surat keputusan tentang 
pemberian pensiun menurut undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai 
jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan”. Maka Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) 
berfungsi sebagai perantara antara pihak debitur dengan Bank dalam hal 
pemegang jaminan, dalam arti yang berhak memegang jaminan dalam 
perjanjian antara debitur dengan pihak Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) adalah Bank. Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan 
pula bahwa Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) memenuhi aspek 
hukum jaminan, sehingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) 
dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.  
2. Pemberian kredit dengan jaminan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri 
(TASPEN) harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengajuan 
permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kelayakan, serta tahap 
perjanjian kredit. Setelah semua tahapan telah dilakukan dan diantara kedua 
pihak yang melakukan perjanjian kredit telah “sepakat”, maka pihak Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) mencairkan pinjaman yang 
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3. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit yang menggunakan 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) sebagai jaminan, antara lain 
debitur wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran angsuran dan bunga, 
etiket yang tidak baik dari debitur, serta kualitas sumber daya manusia 
pengelola kredit koperasi masih relatif rendah. Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) memprioritaskan penyelesaian permasalahan-permasalahan 
yang muncul tersebut dengan upaya penyelesaian yang bersifat persuasif dan 
musyawarah, antara lain dengan pendekatan secara kekeluargaan hingga 
menjatuhkan denda-denda kepada Debitur. Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) tidak pernah menyelesaikan permasalahan dengan 
menggunakan jalur hukum. 
 
B. Saran 
Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai aspek hukum jaminan 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dalam perjanjian kredit di 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) Jakarta, maka penulis merasa 
perlu memberikan saran-saran agar masalah yang berkaitan dengan perjanjian 
kredit tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) yang secara murni dan konsekuen 
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) pada khususnya dan masyarakat daerah kerja 
pada umumnya. Saran-saran penulis, antara lain: 
1. Menghindari Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) dari kerugian 
atau resiko yang besar maka pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) harus secara teliti dalam menyeleksi pemohon kredit yang akan 
menerima pinjaman. Hal ini penting untuk menunjang lancarnya perkreditan 
yang dengan sendirinya akan memperkecil resiko yang timbul didalam 
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2. Untuk mewujudkan keadilan bagi pemohon kredit yang merupakan anggota 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) maupun bagi pemohon 
kredit yang merupakan masyarakat daerah kerja, hendaknya Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) melakukan penilaian secara obyektif 
dalam menyeleksi pemohon kredit bukan dengan penilaian subyektif karena 
adanya hubungan atau kedekatan pemohon kredit dengan Pengurus Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK). 
3. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan hendaknya Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK) memberikan pendidikan yang baik terhadap 
calon pemohon kredit agar calon pemohon kredit memberikan informasi yang 
jelas dan jujur tentang tujuan permintaan pinjaman, karena informasi yang 
tidak benar akan menyulitkan pihak Koperasi Pegawai Departemen Koperasi 
(KPDK) maupun pemohon kredit. 
4. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola kredit Koperasi 
Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) khususnya Unit Simpan Pinjam 
(USP) Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK), hendaknya pihak 
Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) memberikan pendidikan 
dan pelatihan terhadap pengelola kredit Koperasi Pegawai Departemen 
Koperasi (KPDK) khususnya Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pegawai 
Departemen Koperasi (KPDK). 
Demikian sekedar saran-saran yang dapat penulis berikan secara singkat dan 
jelas. 
